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ABSTRAK

Penghasilan adalah salah satu objek pagjak. Berdasarkan Undang-Undang Pajak
Penghasilan No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 25 merupakan besarnya angsuran
pajak yang harus dibayarkan sendiri oleh Wajib Pgjak untuk bulan-bulan sebelum
batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama
dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan dan
pelaporan Pgjak Penghasilan Pasal 25/29 sudah sesuai dengan Undang-undang
tentang Pajak Penghasilan. Objek penelitian diambil pada PT KENCANA WAJA
MULIA. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode deskriptif
yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun data yang diperoleh kemudian
diinterprestasikan dan di analisis sehingga mampu memberikan informasi yang
lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi. Teknik analisis data menggunakan
metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil analisis laporan keuangan perusahaan
telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 25/ 29



ABSTRACT

Income is one of the objects tax. Under the Law No taxation 36 of 2008, income
tax article 25 the amount of tax installment must be paid by the taxpayer for the
months before the deadline for filing annual income tax equal to the amount of tax
installment for the last month of the tax year ago. This research aims to know the
amount of income tax Article 25/29 that is deposited and to know whether the
calculation and reporting of income tax Article 25/29 On PT KENCANA
WAJAMULIA is in compliance with the law on income tax. This type of research
conducted by the authors is descriptive method is a method that collect, collate
the data obtained is then interpreted and analyzed so as to provide complete
information to the solver problems. Analysis using quantative descriptive analysis
method. The results of the analysis of financial statements, income tax
calculations indicate that the company in accordance with Law No taxation 36 of
2008.

Keywords: Income Tax 25/29
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang M asalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia dan bahkan di
belahan dunia. Indonesia terus melakukan pengembangan dalam pembangunan
nasional yang tentu dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang
adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlulah kita
memperhatikan pembiayaan dalam pembangunan. Perolehan pembiayaan dapat
dilakukan melalui beberapa cara seperti pinjaman luar negeri, pajak, dan retribusi.

Dari semua sektor tersebut, pajak merupakan pemasokan terbesar bagi negara.

Peranan pajak khususnya pajak penghasilan sebagai sumber penerimaan
negara semakin besar, apalagi pemerintah mempunyai niat akan mengurangi
ketergantungan pada pinjaman luar negri. Sehingga pajak menjadi sumber
pendapatan terbesar Indonesia karena sumber penerimaan utama negara lainnya,
yaitu penjualan minyak dan gas bumi tidak dapat kestabilan harganya. Pagjak
penghasilan merupakan pajak yang dipungut kepada subjek pajak atas penghasilan
yang diperolehnya. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang atau badan usaha
selaku Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan. Wajib Pajak sendiri adalah
orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan
pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subjek



pajak adalah badan. Setiap Wajib Pajak badan diwajibkan untuk membayar pajak.
Salah satu objek pagjak badan adalah laba usaha, maka semakin besar laba usaha
yang diterima oleh badan maka pajak yang harus dibayar oleh badan tersebut
semakin besar. Bagi perusahaan, pajak merupakan sumber pengeluaran (cash
disbursment) tanpa adanya imbalan langsung kepada perusahaan, sehingga
biasanya banyak perusahaan yang melakukan upaya untuk memperkecil jumlah

pembayaran pajak selama hal tersebut masih memungkinkan.

Pemerintah sendiri telah menerapkan sistem pemungutan pajak penghasilan
berdasarkan prinsip Self Assessment System. Dengan berlakunya Self Assessment
System ini, Wajib Pgjak harus menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri
kewagjiban pagaknya. Hal ini dapat terlaksana apabila setiagp Wajib Pajak
memahami peraturan perpagjakan yang berlaku. Namun, dengan keleluasaan yang
diberikan pemerintah ini, kepatuhan dalam membayar kewajiban perpajakan oleh
Wajib Pgjak menjadi kendala utama. Kurang tegasnya sanksi yang dijatuhkan oleh
pemerintah kepada Wajib Pajak yang tidak membayar pajak penghasilan menjadi
salah satu faktor pemicu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk
melaksanakan kewajiban pajak atas penghasilan yang diterimanya. Alasan Wagjib
Pajak orang pribadi maupun Wajib Pgjak badan tidak membayar pajak beragam,
mulai dari prosedurnya yang mereka anggap susah karena kurangnya sosialisasi,
kurang percaya dengan instansi pemerintah yang mengelola penerimaan negara
sektor pgjak yaitu Direktorat Jenderal Pgjak (DJP) karena oknumnya banyak yang

menerima suap, dan lain sebagainya.

Pajak penghasilan pasal 25, selanjutnya disingkat PPh Pasal 25, merupakan

angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pgjak untuk setiap bulan



dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU No.7
Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan UU No0.36 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan. Tujuan pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri
dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak
terutang. Angsuran Pgjak Penghasilan pasal 25 dapat dijadikan kredit paak
terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir
tahun pajak yang di laporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pagak
Penghasilan (SPT Tahunan PPh). Penanganan angsuran pembayaran pajak
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pgjak (DJP) Departemen Keuangan dan
Pelaksanaannya ditingkat daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Aparat Pajak (DJP atau KPP) bertugas memonitor dan mengendalikan
pembayaran pajak dengan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat
dilaksanakan dengan sistematis, terkendali, sederhana dan mudah dimengerti oleh

anggota masyarakat Wajib Pajak.

Pajak yang diperoleh atas kegiatan usaha badan dan dikenakan pajak
penghasilan badan. Adapun perhitungan dan pelaporan untuk mengetahui jumlah
pajak badan serta pelaporannya yang terutang diatur dalam ketentuan paak
penghasilan 25. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri
oleh wajib pajak untuk setigp tahun dalam tahun pajak berjalan, besarnya
angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dilunasi dapat diketahui dengan
pajak penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan. Pada masa sekarang ini
pajak penghasilan pasal 25 sangat berperan penting untuk menyelenggarakan
pembangunan oleh karena itu pemerintah bersikap tegas dan keras dalam

kewenangannya sebagai pengawas dan pemeriksa terhadap pelaksanaan



kewagjiban perpagjakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Akan tetapi dengan
adanya self assessment system, ini membuat wajib pajak orang pribadi maupun
badan mendapatkan kewenangan untuk menghitung dan melaporkan sendiri
kewajiban pajak penghasilan pasal 25. Ini menjadi suatu permasalahan tersendiri
karena dengan menghitung dan melaporkan sendiri pajak penghasilan pasal 25
maka setiap perusahaan bukan tidak mungkin akan melakukan penyelewengan
pajak atau manipulasi pajak. Agar sistem pembayaran pajak berjalan sesuai
dengan aturan undang — undang, maka perusahaan perlu membuat laporan
keuangan fiskal yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk
keperluan perhitungan pajak. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu
tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat

dalam laporan keuangan.

Pada Tahun 2017, PT Kencana Waja Mulia Medan sudah melakukan angsuran
pajak untuk meringankan beban wajib pgjak dalam membayar beban pajak
terutang dengan menerapkan Pgjak Penghasilan Pasal 25, maka peneliti tertarik
untuk meneliti apakah Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29
yang diterapkan PT Kencana Wagja Mulia Medan telah sesuai dengan Undang-

Undang Perpajakan yang berlaku saat ini.

Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan
mengetahui perhitungan dan pelaporan pada PT Kencana Waja Mulia Medan,
dengan judul penelitian: “ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25/29 BADAN PADA PT. KENCANA

WAJA MULIA MEDAN.”



B. Identifikasi dan Batasan M asalah
1. ldentifikasi Masalah
Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai latar belakang masalah

diatas maka penulis mengindentifikasi permasalahan sebagai berikut:
Adanya koreks fiskal yang dilakukan PT. Kencana Waja Mulia dalam
laporan laba rugi tahun 2017 yaitu pengurangan biaya kendaraan yang
dikeluarkan untuk keperluan pribadi yang mengakibatkan laba sebelum pajak
perusahaan menjadi lebih besar dan mempengaruhi besarnya PPh Pasal 25/29
yang akan dibayar.
2. Batasan Masalah

Untuk mencegah mengembangnya permasalahan dan menghindari
gambaran yang tidak jelas tentang masalah yang akan dibahas, maka
penelitian ini hanya memfokuskan pada perhitungan dan pelaporan Pgak
Penghasilan Pasal 25/29 yang dilakukan oleh PT. Kencana Waja Mulia pada

Tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan
sebelumnya, maka masalah yang dirumuskan adalah: Apakah perhitungan dan
pelaporan pajak penghasilan pasal 25/29 yang dilakukan oleh PT. Kencana Waja
Mulia pada tahun 2017 telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36

tahun 2008 ?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan, dan
pelaporan pajak penghasilan pasal 25/29 pada PT. Kencana Waja Mulia
selama tahun 2017 apakah telah sesuai dengan Undang-Undang

Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atas penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, memperoleh dan memberikan tambahan pengetahuan
tentang perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 yang
dilakukan oleh PT. Kencana Waja Mulia.

2. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat memberikan informasi tambahan
dan juga masukan berupa saran dan kritik terhadap perhitungan dan
pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 yang dilakukan.

3. Bagi Akademik, diharapkan penelitian ini menjadi bahan perbandingan
dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya serta
meningkatkan kemajuan alumni Universitas Pembangunan Panca Budi

yang lebih baik di masa yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Enik Widyastuti (2015) yang
berjudul : ” Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 pada CV.

Citra Adi Lancar Tahun 2015”. Sedangkan penelitian ini berjudul ” Analisis



Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan Pada PT.

Kencana Waja Mulia Medan .

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak
pada :

1. Variabel Penelitian : Penelitian terdahulu menggunakan 1 ( satu ) variabel
yaitu perhitungan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 2 ( dua )
variabel yaitu perhitungan dan pelaporan.

2. Waktu Pendlitian : Penelitian terdahulu dilaksanakan pada tahun 2015
sedangkan penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018.

3. Lokas Penelitian : Lokasi penelitian terdahulu dilakasanakan pada CV.
Citra Adi Lancar sedangkan penelitian ini dilakukan pada PT. Kencana Waja

Mulia M edan.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
A. Uraian Teori
1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam
Mardiasmo (2009:1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra
prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum.

Menurut Suandy (2011:9) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah,
yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari defenisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ada 4 hal penting
yang terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu:

a. luran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pagjak hanyalah Negara. luran tersebut berupa uang

(bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-Undang.



Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undangan serta
aturan pelaksanaannya.

c. Tanpajasatimbul atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat
ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.(Mardiasmo,2009:1)

2. Fungsi Pajak
Menurut B.llyas (2010:12) yang merupakan fungsi dari paak adalah
sebagai berikut:
a. Fungsi Budgeter
Mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sesuai dengan unadang-
undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai
pengel uaran-pengeluaran negara.
b. Fungsi Regulered
Suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu
alat dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang

keuangan

3. Tarif Pajak
Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti SE (2010:7)
mengemukakan pengertian tarif pajak yaitu “Tarif pajak merupakan tarif yang

digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum,
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tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase”. Menurut Dwi Sunar Prasetyono
(2012:31) mengemukakan pengertian tarif pajak yaitu “dalam pemungutan pajak
harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dipergunakan, karena tarif ini
berhubungan erat dengan fungsi pajak, yaitu fungsi butget dan fungsi mengatur”.
Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap laba perusahaan
yang dikenakan terhadap laba perusahaan yang sering disebut Penghasilan Kena
Pajak (PKP) atau laba kena pajak. Dalam menentukan laba kena pajak ini sering
kali terjadi perbedaan antara akuntansi keuangan dengan perpajakan wajib pajak
diwgjibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang sesuai dengan
ketentuan pasal 36 Undang-Undang KUP agar mendapatkan laba kena pajak
secara tepat dan benar. Wajib pajak harus memahami dengan benar perbedaan
antara perlakuan akuntansi (komersial) dengan fiskus (fiskal). Secara fiskal ada
pendapatan yang merupakan objek pajak dari segi biaya pengeluaran ada yang

bisa dibiayakan dan ada yang tidak dapat dibiayakan.

4. AsasPemungutan Pajak
Terdapat 3 (Tiga) azas yang menjadi dasar pemungutan pgjak, yaitu:
1. Azas Domisili
Apabila pemerintah hendak melaksanakan pemungutan pajakberdasarkan
azas ini, maka yang menjadi dasar pemungutannya adalah tempat tinggal
Wagjib Pgjak (domisili) dengan tidak memandang dimana pendapatan ini
berasal, apakah dari dalam atau dari luar negeri.

2. Azas Kebangsaan
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Pajak yang berdasarkan azas kebangsaan adalah pgjak yang dikenakan
suatu negara pada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara
tersebut, dengan tidak mempedulikan di mana wajib pajak itu bertempat
tinggal (yang dilihat adalah kebangsaan wajib pajak).
3. Azas Sumber

Menurut azas sumber cara pemungutan pajaknya adalah dengan melihat
objek pajak tersebut bersumber darimana, jadi apabila di suatu negara
terdapat sumber-sumber pendapatan, maka negara tersebutlah berhak
memungut pajaknya dengan tidak menghiraukan tempat dimana Wajib

Pajak itu berada.

5. Sistem Pemungutan Pajak
Terdapat 3 (Tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. Self Assessment System
Menghitung dan menetapkan sendiri paak yang terutang, dan
membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam
peraturan yang berlaku.

2. Official Assessment System
Dalam sistem ini, petugas yang aktif untuk melakukan perhitungan pajak
terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

3. With Holding System
Pemotongan pajak dengan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan
paak yang terutang dan membantu pemerintah memungut pajak dari

Wajib Pajak.
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6. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut Resmi (2014:74) pajak penghasilan adalah pagjak
yang dikenakan terhadap subjek pagak atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Definisi pajak penghasilan menurut
Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak
penghasilan, yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan

nama atau dalam bentuk apapun.

Menurut Mardiasmo (2011:135), Subjek Pajak dalam negeri dan luar negeri
dibedakan menjadi:
1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
a. Subjek Pgjak orang pribadi
Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari
183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam
jangka waktu 12 (dua-belas) bulan atau orang pribadi yang dalam satu
tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di
Indonesia.
b. Subjek Pajak badan
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

C. Subjek Pgjak Warisan
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Warisan yang belum dibagi sebagal satu kesatuan, menggantikan yang

berhak.

2. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:

a. Subjek Pgjak Orang Pribadi

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek Pajak Badan

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha
tetap di Indonesia dan dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari
Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut UU No 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 2, perbedaan yang penting

antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam

pemenuhan kewajiban pagjaknya, antara lain:

a Wajib Pgak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang

b.

diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan
yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.

Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto
dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak

berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.
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c. Wagjib Pgak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pgjak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang
terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pgjak luar negeri tidak
wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pgjak Penghasilan
karena kewagjiban pagaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang
bersifat final.

Bagi Wajib Pagjak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban
perpgjakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wagjib
Pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan
Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara
perpajakan.

Menurut UU No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1, dilihat dari mengalirnya tambahan

kemampuan ekonomis kepada Wajib Pagjak, penghasilan dapat dikelompokkan

menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti
ggji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan,
pengacara, dan sebagainya

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan

3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak,
seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau
hak yang tidak dipergunakan untuk usaha

4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.
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Sedangkan, dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk
konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.
Karena Undang-undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka
semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak
digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak.

Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan
menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan
lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri.
Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang
bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak

boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum.

7. Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Siti Resmi (2016 : 356), pengertian Pgjak Penghasilan pasal 25
adalah Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri
oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang
terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun
pajak yang lalu dikurangi dengan :
a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan
pasal 23, serta Pgjak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam
pasal 22.
b. Pgjak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh
dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Dibagi 12 atau banyaknya

bulan dalam bagian tahun pajak.Pgjak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu
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penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pgak Penghasilan, sama dengan

besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

A. Subjek PPh Pasal 25
a. Pajak Penghasilan Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran Pgjak Penghasilan Pasal 25 (PPh

Pasal 25) untuk Wajib Pgjak Orang Pribadi (WPOP), yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP — OPPT), yaitu yang
melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa —
dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT = 0.75% x omzet bulanan

tiap masing-masing tempat usaha.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP — OPSPT),
yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25
bagi OPSPT = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU
PPh (12 bulan).

Tabel 2.1 Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

No Jumlah Penghasilan Tarif
1 | Rp. 50.000.000 5%
2 | Diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000 15%
3 | Diatas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000 25%
4 | Diatas Rp. 500.000.000 30%
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b. Pajak Penghasilan Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Badan

Besarnya Tarif Pgjak Penghasilan Badan dan Badan Usaha Tetap dikategorikan
sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha tersebut dalam satu
tahun pajak, adapun jenis tarif pajak penghasilan badan dan badan usaha tetap
sebagai berikut :

Tarif Tunggal Pajak Penghasilan WP Badan dan Badan Usaha Tetap adalah :

a. Tarif tunggal 28% untuk tahun pajak 2009

b. Tarif tunggal 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya.

Besarnya tarif pgjak penghasilan badan usaha ada beberapa jenis, tarif tersebut
dikategorikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha
tersebut dalam satu tahun pajak, adapaun jenis tarif pajak penghasilan badan
adalah sebagai berikut:

Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto sampai 4,8 Milyar per tahun,
dikenakan tarif pajak PPh final yaitu PPh Pasal 4 ayat 2 dengan perhitungan pajak
yaitu 1% dikalikan dengan seluruh pendapatan bruto dari hasil usaha perseroan,
dan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 maka wajib pajak atau badan usaha wajib
menyetorkan Pajak PPh tersebut setiap bulan paling lambat tanggal 15. Badan
Usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 50 Milyar per Tahun,
besarnya tarif pajak penghasilan PPh badan dikenakan tariff pajak tunggal 25%
dikalikan dengan laba bersih sebelum pajak.

Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 4,8 Milyar dan
kurang dari 50 Milyar per setahun, dikenakan 2 tarif perhitungan pajak dengan
cara sebagai berikut: tarif sebesar 12,5% untuk pajak penghasilan yang

mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto sampai dengan 4.8 Milyar), dan tarif
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25% untuk pajak penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto
4,8 — 50 Milyar).

Pengurangan Tarif 50% bagi Wajib Pajak Badan

Bagi sebagian wajib pajak mungkin belum mengetahui bahwa Undang-
Undang pajak penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008 yang mulai berlaku segjak
1 Januari 2009 memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif PPh bagi wajib
pajak badan sebesar 50% yang diberikan untuk penghasilan sampai dengan
sebesar Rp 4.800.000.000.

Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 31 E Undang-Undang PPh No. 36 tahun
2008, yang berbunyi :

1. Wgib Pgjak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp
50.000.000,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat ( 1) huruf b dan ayat ( 2 ) yang
dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan
Rp 4.800.000.000,-.

2. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Misalnya peredaran bruto PT X
dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp 30.000.000.000,- dengan penghasilan kena
pajak sebesar Rp 3.000.000.000,-Perhitungan pajak penghasilan yang terutang :
Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh
fasilitas :(Rp 4.800.000.000,- : Rp30.000.000.000,-) X Rp 3.000.000.000,- = Rp
480.000.000,-

Jumlah penghasilan kena paak dari bagian peredaran bruto yang tidak

memperoleh fasilitas :Rp 3.000.000.000,- - Rp 480.000.000,- = Rp
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2.520.000.000,-Pgjak penghasilan yang terutang :(50% x 28% x Rp 480.000.000,-
) + (28% x Rp 2.520.000.000,-)= Rp 67.200.000,- + Rp 705.600.000,- = Rp
772.800.000,-Jumlah pajak penghasilan yang terutang sebesar Rp 772.800.000,-
Bila peredaran usahanya hanya sebatas 4,8 M maka ia mendapatkan pengurangan
tarif sesual bunyi pasal 31 huruf E diatas yaitu sebesar 50% x 28%. Langsung

dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya.

B. Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Menurut Resmi (2009), Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 secara
umum dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 ayat (1) bagi wajib pajak orang pribadi.

Gambar 2.1 Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 ayat (1) wajib pajak
orang pribadi

ﬂDh menurut SPT tahunan PPh tahun lalu XX \

Dikurangi dengan kredit pajak :

PPh Pasal 21 XX

PPh Pasal 22 XX

PPh Pasal 23 XX

PPh Pasal 24 XX

Total kredit pajak XX (-)
Dasar penghitungan XX
Dibagi: jumlah bulan dalam satu tahun 12

\Angsuran PPh Pasal 25 XX /

Sumber: Siti Resmi 2009
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2. Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 ayat (1) bagi wajib pajak badan

Gambar 2.2 Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 ayat (1) bagi wajib
pajak badan

ﬁ:’h menurut SPT tahunan PPh tahun lalu XX \

Dikurangi dengan kredit pajak :

PPh Pasal 22 XX

PPh Pasal 23 XX

PPh Pasal 24 XX

Total kredit pajak - XX (-)
Dasar penghitungan XX
Dibagi: jumlah bulan dalam satu tahun 12
Angsuran PPh Pasal 25 XX

/

Sumber: Siti Resmi 2009

C. Kredit Pajak

Kredit pgjak yang dapat dikurangkan terhadap pajak yang terutang pada akhir

tahun adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi dalam tahun berjalan oleh

wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Baik yang dibayar sendiri
oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tersebut ataupun yang
dipotong serta dipungut oleh pihak lain berupa :

1. Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan
sebagaimana dimaksud daam pasa 21 Undang-Undang pajak
penghasilan.

2. Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau
kegiatan usaha dibidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22

Undang-Undang pajak penghasilan.
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. Pemotongan pajak penghasilan berupa deviden, bunga, royalty, sewa,
hadiah, penghargaan dan imbalan jasa sebagaimana maksud dalam pasal
23 Undang-Undang pajak penghasilan.

. Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang

boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang

pajak penghasilan.

. Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud

dalam pasal 25 Undang-Undang pajak penghasilan.

. Pemotongan pgjak atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 26 ayat (5) Undang-Undang pajak penghasilan, yaitu :

a. Pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau
kegiatan, penjualan, barang, pemberian jasa di Indonesia yang sejenis
dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di
Indonesia

b. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga termasuk
premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan
pengembalian utang, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta. Imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan
dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pension dan pembayaran
berkala lainnya, yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang
terhadap hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau

kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud
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c. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang
pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak
dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa
denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di
bidang perpagjakan yang berlaku tidsk boleh di kreditkan dengan pajak yang
terutang.Pengurangan pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak
dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan akan menghasilkan :

1. Pgak penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari

pada jumlah kredit pajak (kurang bayar).
2. Pgjak penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih kecil dari

pada jumlah kredit pajak (lebih bayar).

8. Pajak Penghasilan Pasal 29

Menurut UU No.36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29) adalah
PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari
PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit
PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25. Dalam hal ini, Wajib Pajak
(WP) wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang
terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.
Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib
dilunasi paling lambat 31 Maret bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 30 April

bagi Wajib Pgjak Badan (WPB) setelah tahun pajak berakhir.


https://www.online-pajak.com/wajib-pajak-pph-pasal-21
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A. Tarif PPh Pasal 29

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) b
dijelaskan bahwa tarif Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap
untuk tahun 2009 adalah

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOP-PT) :

= PPh 25 yang sudah dilunasi = 0.75 x jumlah penghasilan / omzet

per bulan.

= PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang masih terutang - PPh 25

yang sudah dilunasi.
2. Wajib Pajak Badan (WPB) :
= Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu x 12.

= PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang terutang - angsuran PPh

25.

B. Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Kurang atau L ebih Bayar

Pajak terutang yang telah dihitung dapat digunakan sebagai perhitungan pajak
penghasilan kurang atau lebih bayar, dengan demikian kita dapat mengetahui
berapa pajak yang harus kita bayar. Menurut Lubis (2009), perhitungan pajak

penghasilan kurang atau lebih bayar dilakukan sebagai berikut:

Total PPh terutang Rp. XXXXXX
Kredit Pajak:

- PPh Pasal 22 Rp. XXXXXX

- PPh Pasal 23 Rp. XXXXXX

- PPh Pasal 24 Rp. XXXXXX
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- PPh Pasal 25 Rp. XXXXXX

Total kredit pajak tahun takwim pajak Rp. xxxxxx (-)

PPh kurang/lebih bayar (PPh Pasal 29) tahun takwim pagjak  Rp. XXXXXX
Kekurangan bayar ini disetor ke Bank paling lambat tanggal 25 April tahun

takwim pagjak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

C. Koreks Fiskal

Dalam menghitung PPh pasal 29 menggunakan laporan keuangan. Dalam
laporan keuangan tersebut tidak semua komponennya diakui secara Fiskal,
sehingga harus dilakukan Koreksi Fiskal. Menurut Muljono (2009), Koreksi
Fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan
pengakuan metode, masa manfaat dan umur, dalam menghitung laba secara
komersial dengan secara fiskal.
Laba secara fiskal adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak yang dihitung dengan
mempertimbangkan ketentuan perpgjakan. Laba secara komersial akan sama
dengan laba secara fiskal, hanya apabila semua unsur dalam perhitungan pajak
telah dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Pengakuan
akuntansi dari transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pgjak cenderung berlawanan
dengan ketentuan perpajakan, sehingga terjadi perbedaan laporan keuangan
menurut akuntansi (komersial) dan menurut perpajakan (fiskal).
Menurut Resmi (2011), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan
laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi,
perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan

biaya serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.
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Sedangkan, menurut Muljono (2009), perbedaan yang akan terjadi dengan adanya
pengakuan secara komersial dan secara fiskal adalah atas besarnya pajak yang
terutang yang diakui dalam laporan laba-rugi komersial dengan pajak yang
terutang menurut fiskus. Perbedaan besarnya pajak terutang tersebut sebetulnya
tidak perlu terjadi apabila perhitungan pajak yang diakui dalam laporan laba-rugi
komersial dilanjutkan dengan memperhitungkan adanya koreksi fiskal.

Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang berupa:

1. Koreksi Positif

Koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah
diakui dalam laporan laba-rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila
dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan
Penghasilan Kena Pajak.

2. Koreksi Negatif

Koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah
diakui dalam laporan laba-rugi secara komersial sehingga menjadi semakin besar
apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan
Penghasilan Kena Pgjak.

Perhitungan PPh pasal 25 berhubungan dengan dilakukannya koreksi fiskal
dikarenakan sebelum melakukan perhitungan PPh pasal 25, kita harus menghitung
PPh 29 terlebih dahulu. Dalam perhitungan PPh pasal 29 menggunakan laporan
keuangan komersial yang dilakukan koreksi fiskal untuk medapatkan laporan
keuangan fiskal agar bisa dilakukan perhitungan pajaknya.

Karena adanya keterkaitan antara PPh Pasal 29 dan PPh pasal 25, maka

koreksi fiskal berhubungan dengan perhitungan PPh pasal 25. Koreksi fiskal harus
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dilakukan oleh Wajib Pgjak ketika menghitung besarnya PPh terutang pada akhir
tahun. Apabila koreksi fiskal tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, perhitungan
besarnya PPh terutang sangat memungkinkan akan mengalami kesalahan karena
banyak ketentuan pengakuan atau cara perhitungan pada akuntansi komersial yang

diperlakukan secara khusus pada ketentuan perpajakan.

9. Pelaporan Pajak

Menurut Resmi (2009), Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi
Wajib Pgjak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban
perpgjakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam Bahasa
Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang
rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Fungsi SPT bagi Wagjib Pajak Pgjak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk
melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
a. Pembayaran atau pelunasan pagjak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau
melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau
Bagian Tahun Pgjak;
b. Penghasilan yang merupakan Objek Pgjak dan/atau bukan Objek Pajak;
c. Harta dan kewajiban; dan/atau
d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau
pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pgjak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
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Bagi pemotong atau pemungut pgak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang
dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Menurut Resmi (2009), Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan sebagai
berikut:

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas
pembayaran pajak bulanan. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk
melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa terdiri dari SPT
Masa PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26, pasal 4 ayat (2), pasal 15, PPN
dan PPnBM. Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah
akhir Masa Pajak.

2. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT
Tahunan terdiri dari SPT Tahunan wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi,
wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan satu atau lebih pemberi
kerja yang dikenakan PPh final, wajib pajak orang pribadi yang mempunyai
penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 30.000.000,- setahun dan bukti potong PPh
pasal 21 pegawai tetap/pensiun. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pagak
Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir
Tahun Pgjak dan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Pelaporan pajak disampaikan ke KPP dimana wajib pgak terdaftar. Menurut UU
No. 28 Tahun 2007 pasal 7 ayat (1), keterlambatan pelaporan untuk SPT masa
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar:

a. Rp500.000,- untuk SPT Masa PPN



b. Rp100.000,- untuk SPT Masa Lainnya

¢. Rp1.000.000,- untuk SPT Tahunan Badan

d. Rp100.000,- untuk SPT Tahunan Orang Pribadi
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Tabel 2.2 Batas Pembayar an dan Pelaporan SPT Masa

No. Jenis SPT Batas Pembayaran Batas Pelaporan
1 | PPhPasal 23/26 Tgl 10 bulan berikutnya | Tgl 20 bulan berikutnya
2 | PPh Pasal 23/26 Tgl 10 bulan berikutnya | Tgl 20 bulan berikutnya
3 | PPhPasal 25 Tgl 15 bulan berikutnya | Tgl 20 bulan berikutnya

PPh Pasal 22, PPN & PPNBM 7 hari setelah
4 1 hari setelah dipungut
oleh Bea Cukai pembayaran
PPh Pasal 22 - Bendaharawan Pada hari yang sama
5 Tgl 14 bulan berikutnya
Pemerintah saat penyerahan barang
6 | PPhPasal 22 - Pertamina Sebelum Delivery Order dibayar
7 | PPhPasal 22 - Pemungut Tertentu | Tgl 10 bulan berikutnya | Tgl 20 bulan berikutnya
8 | PPhPasal 4 ayat (2) Tgl 10 bulan berikutnya | Tgl 20 bulan berikutnya
9 | PPN dan PPnBM - PKP Tgl 15 bulan berikutnya | Tgl 20 bulan berikutnya
10 | PPN dan PPnBM - Bendaharawan | Tgl 17 bulan berikutnya | Tgl 14 bulan berikutnya
PPN dan PPnBM - Pemungut Non
11 Tgl 15 bulan berikutnya | Tgl 20 bulan berikutnya

Bendaharawan

Sumber : Siti Resmi 2009

Tabel 2.3 Batas Pembayaran dan Pelaporan SPT Badan

No. Jenis SPT Batas Pembayaran Batas Pelaporan
Tgl. 25 bulan ketiga | Akhir ~ bulan  ketiga
1 setelah berakhirnya | setelah berakhirnya

PPh - Badan, OP, PPh Pasal 21

tahun atau bagian tahun
pajak .

tahun atau bagian tahun
pajak .

Sumber : Siti Resmi 2009
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Menurut UU No. 36 Tahun 2008 pasal 29, Wajib Pgjak diwajibkan untuk
melunasi kekurangan pembayaran pagjak yang terutang menurut ketentuan
Undang-Undang ini sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender,
kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi
Wajib Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pagjak badan setelah tahun
pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender,
misalnya dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, kekurangan pajak wajib
dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak orang pribadi atau

31 Oktober bagi Wajib Pajak badan.

B. Pendlitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.4 Pendlitian Terdahulu

No | Nama/ Tahun Judul Model Analisis Hasil Penelitian
1 Andi Analisis Penerapan | Deskripsi Data | PT.Tripanoto
(2010) Akuntanss  Pajak menggunakan metode
Penghasilan Pasal pencatatan akrua
25 pada  PT. (Accrual Basic) dalam
Tripanoto Makassar pengakuanpendapatan

usaha dan beban
usaha balk dalam
laporan akuntansi
secara komersial

maupun secara fiskal.
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No | Nama/ Tahun Judul Model Andlisis Hasil Penelitian

2. | Novita Analisis Deskripsi Data | Hasil dari penelitian
Angelina Perhitungan, ini adalah PT.
(2011) Penyetoran, dan Lancang Kuning

Pelaporan Pajak Perkasa dalam
Penghasilan Pasal melakukan penyetoran
25 pada  PT. dan pelaporan masih
Lancang Kuning ada yang melewati
Perkasa batas, sehingga
dikenakan sanksi
administrasi dalam
penyetoran dan denda
dalam pelaporan.

3. | Janalsnaini Analisis Deskripsi Data | Perhitungan Pajak
Rodhiyah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25
(2014) Penghasilan Pasal yang dilakukan

25 pada  PT. perusahaan telah
Tamiang Sari sesual dengan

Undang-Undang No.
36 Tahun 2008 , itu
terdiri dari : 1. Cara
menghitung Pajak
Penghasilan  25. 2.
Dari SPT Tahunan. 3.
Dari tata cara
pelaporan menghitung
pajak Penghasilan
Pasal 25
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No | Nama/ Tahun Judul Model Analisis Hasil Penelitian
4. | Shintalsmail | Analisis Deskripsi Data | Hasil penelitian
(2014) Perhitungan, menunjukkan bahwa
Penyetoran, dan perhitungan, penyetoran
Pelaporan Pajak dan pelaporan PPh Pasal
Penghasilan  Pasal 25 pada CV Delta
25 pada CV. Delta Dharma belum sesuai
Dharma dengan ketentuan dan
tata cara perpajakan yang
berlaku. Karena dalam
hal pembayaran atau
penyetoran pajak CV.
Delta Dharma sering
mengalami
keterlambatan,
dikarenakan belum
adanya karyawan yang
langsung menangani
pajak pada perusahaan
tersebut
5. | Encik Ike Analisis Penerapan | Deskripsi Data | Perhitungan Pajak
Triana (2017) | Perhitungan dan Penghasilan Pasal 25
Pelaporan Pajak yang dilakukan
Penghasilan  Pasal perusahaan telah sesuai
25 pada PT. dengan Undang-Undang
Perkebunan No. 36 Tahun 2008 , itu
Nusantara 0 terdiri  dari Cara
(PERSERO) menghitung Pajak

Penghasilan 25, dari SPT
Tahunan, dan dari tata
cara pelaporan

menghitung PPh 25.




32

C. Kerangka K onseptual

Kerangka konseptual merupakan unsur pokok penelitian guna persamaan
persepsi tentang bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang
penting yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Menurut Sugiono
(2016:60) “Kerangka Konseptual adalah model konseptual tentang bagaimana
teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diindentifikasi sebagai
masalah yang penting”.

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan penelitian sebelumnya
maka perusahaan perlu melakukan penerapan perhitungan dan pelaporan pajak
penghasilan badan atas laporan keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang
Perpajakan. Oleh karena itulah perlu dilakukan penerapan koreksi fiskal hal ini
bertujuan untuk meneliti pajak penghasilan terutang sesuai dengan Undang-
Undang Perpgjakan No. 36 tahun 2008. Adapun kerangka konseptualnya sebagai

berikut :

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25/29
PT. KENCANA WAJA MULIA TAHUN 2017

Y

PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 25/29

A 4

UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN NO. 36 TAHUN 2008
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D. Hipotesis

Sugiyono (2012:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap
rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan
dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang
diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada
fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Dari penjelasan diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :
”Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 pada PT. Kencana
Waja Mulia telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun

2008”.



BAB 111

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang
dilakukan untuk memperoleh gambaran dengan cara mengumpulkan data,
mencari fakta, dan kemudian menjelaskan dan menganalisa data yaitu dengan
cara penyusunan dan pengumpulan data, selanjutnya diinterprestasikan

berdasarkan landasan teori yang ada.

B. Lokas dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Kencana Waja Mulia yang berada di J. Bogor
No. 11 Medan. Waktu penelitian dilaksanakan pada 01 September 2018
sampal dengan selesai. Berikut ini rincian waktu penelitian :

Tabel 3.1

Jadwal Penelitian

2018 2019

Z
o

Jenis Kegiatan

Nop | Des

Pengaj uan Judul
Penyusunan Proposal
Seminar Proposal
Perbaikan / ACC Proposal
Pengolahan Data
Penyusunan Skripsi
Bimbingan Skripsi
Sidang Mg aHijau

O NP IWIN|PF

Sumber : Rencana Penulis (2018)
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C. Populasi dan Sampel / Jenisdan Sumber Data
1. Populas dan Sampel

Menurut Sugiyono (2014:115), “Populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelgjari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah PT .Kencana Waja
Mulia.

Menurut Sugiyono (2014:116) “ Sampel adalah bagian dari jumlah
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam penelitian ini,
sampel yang diambil penulis adalah data perhitungan dan pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 25/29 pada PT. Kencana Waja Mulia Medan Tahun 2017.

2. Jenisdan Sumber Data
Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan pihak lain
yang didapat dari bagian keuangan perusahaan berupa data dan informasi yang
ada mengenai laporan perpagjakan dan struktur organisasi perusahaan PT.

KencanaWagaMuliaMedan

Sumber data yang diperoleh berasal dari perusahaan PT. Kencana Waja

Mulia.
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D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabd Penelitian

Variabel penelitian ini adalah perhitungan dan pelaporan Paak

Penghasilan Pasal 25/29.
2. Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel adalah penarikan batasan yang lebih
menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep.
Tujuannya agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan
hakikat variabel yang sudah didefinisikan konsepnya, maka peneliti harus
memasukkan proses atau operasionalnya alat ukur yang digunakan untuk

variabel yang diteliti.

Tabel 3.2 Definisi Operasionalisasi Variabel

Variabel Deskripsi
Perhitungan PPh Pasal | Pgjak yang dikenakan untuk orang pribadi ,
25/29 perusahaan, atau badan hukum lainnya atas

penghasilan yang didapat yang bersifat tidak final.
Dihitung berdasarkan tarif pada ketentuan Undang-
undang No 36 Tahun 2008. Besarnya Tarif Pajak
Penghasilan dikategorikan sesuai dengan jumlah
pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun
pajak.

Pelaporan PPh Pasal | Hasil perhitungan pgjak terutang yang akan

25/29 disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Studi Dokumentasi

Metode ini dilakukan untuk mempelgjari data atau laporan-laporan yang
terdapat di perusahaan yang relevan dengan penelitian, khusunya mengenai
PPh Pasal 25/29, sebagai sumber data yang bermanfaat untuk menguji,
menafsirkan, dan meramalkan.
2. Wawancara atau I nterview

Metode ini dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenal tujuan
penelitian dengan cara tanya-jawab kepada Staff PT. Kencana Waja Mulia
dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan  untuk
mempermudah pengumpulan data yang diperlukan peneliti.

3. Observasi

Observasi merupakan proses pencatatan pola prilaku subyek (orang), objek
(benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau
komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Teknik ini digunakan oleh
penulis untuk mendapatkan data guna untuk mendukung penelitian. Dalam
teknik ini penulis langsung mengamati dokumen-dokumen yang berhubungan
dengan Pagjak Penghasilan Pasal 25/29 untuk mendapatkan data yang relevan

dengan pokok pembahasan yang dibutuhkan .
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F. Teknik Analisa Data
Teknik analisa data penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif.
Langkah-langkah analisis deskriptif kuantitatif adalah sebagai berikuit:

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang PPh Pasal 25/29.

2. Melakukan wawancara kepada perusahaan terkait PPh Pasal 25/29

3. Mempelgari dan mengkaji data dan informasi tentang PPh Pasal 25/29.
4. Menguraikan perhitungan, dan pelaporan PPh Pasal 25/29.

5. Menarik kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskrips Objek Penelitian
1. Sgjarah Singkat Perusahaan

Objek yang digunakan sebagai penelitian dalam skripsi adalah PT.
Kencana Waja Mulia. Perusahaan berkedudukan di Medan, didirikan dengan
akta nomor 25 tanggal 28 Juni 2010 yang di buat dihadapan Poeryanto
Poedjiaty notaris di Medan dengan alamat kantor di J. H. Zainul Arifin No.
208-A Medan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia
Republik Indonesia, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan nomor AHU-
36838.AH.01.01 Tahun 2010 tertanggal 26 Juli 2010 dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19 Agustus 2011 nomor

66, tambahan nomor 24725/2011.

PT. Kencana Waja Mulia merupakan subjek pajak yang telah didaftar dan
memiliki Nomor Pokok Wajib Pgjak (NPWP). NPWP perusahaan adaah
31.211.381.4-122.000. PT. Kencana Waja Mulia berlokas di J. Bogor No. 11
Kel. Pasar Baru, Kec. Medan Kota . Untuk kemudahan dalam penulisan
skripsi diperlukan objek penelitian, maka penulis memilih salah satu
perusahaan yang ada untuk dijadikan sebagai objek penelitian yaitu PT.

KencanaWagaMulia.
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2. Kegiatan Perusahaan

PT. Kencana Waja Mulia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
supplier perdagangan umum. Sebagian besar usaha yang dijalankan berupa
supplier alat tehnik/kesehatan/kedokteran/laboratorium, elektrikal, mekanikal,
mesin-mesin, hasil : industri/pertanian/perkebunan/peternakan/laut/perikanan,
bahan bangunan, pipa-pipa, ATK, barang cetakan, real estate, jasa adm,
angkutan, leveransir. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) PT. Kencana Waja
Mulia adalah 51100 — perdagangan besar berdasarkan balas jasa (fee) atau

kontrak. Bentuk kepemilikan perusahaan adalah perseroan terbatas.

Kekuasaan tertinggi berada di tangan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang
diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Modal dasar perseroan
besarnya Rp 4.550.000.000,- dan terbagi atas 9.100 lembar saham, masing-
masing berpokok Rp 500.000,-. Penanaman moda PT. Kencana Waja Mulia
masih bersifat tertutup karena saham-saham perusahaan dimiliki oleh pihak
tertentu dan tidak diperjualbelikan di bursa saham sehingga tidak semua orang
dapat ikut-serta dalam kepemilikan modalnya. Perkembangan selanjutnya
akan memungkinkan bagi perusahaan untuk menerima investor lain untuk
pengembangan usaha di masa yang akan datang. Perseroan dapat membuka
cabang atau perwakilan di tempat lain, seluruh di wilayah Republik Indonesia
sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari para

pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
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3. Vis dan Misi Perusahaan

Vis dan misi perseroan ini adalah menjalankan usaha dalam bidang
pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat
dan pertanian. Untuk mencapai vis dan mis tersebut, perseroan dapat

mel aksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan, bertindak sebagai
pengembang, yatu meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan

konstruksi, serta fasilitas-fasilitasnya.

b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, yang meliputi
perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, untuk

barang-barang kerajinan yang terbuat dari kayu dan besi.

c. Menjalankan usaha-usaha industry pengolahan semen, lem putih atau
perekat lainnya, material bangunan, industri logam dan baja dan kegiatan

usahaterkait industri pengolahan barang dari logam dan aluminium.

d. Menyelenggarakan usaha-usaha dalam bidang pertambangan yang
meliputi pertambangan nikel, batu bara , timah dan logam, emas, perak,

dan jenis tambang lainnya.

e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan darat , transportas
angkutan darat, ekpedis dan pergudangan, transportasi penumpang,

pengangkutan, dan transportasi hasil perkebunan.

f. Menjaankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, agroindustri, industry
pertanian, peternakan, perikanan, pertambakan, peternakan unggas,

perkebunan tanaman keras (plawija), perkebunan kelapa sawit.
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4. Struktur Organisas

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
General Meeting of Shareholders

DEWAN KOMISARIS DEWAN DIREKSI
The Board of Commisioners The Board of Directors

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Adagpun tugas dan tanggung jawab dari masing-mading bagian addah sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak

memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau
yag dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan,
surat dan aat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang
kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah
dijalankan oleh direksi.

. Direksi dan setiap anggota Direks wajib untuk memberikan penjelasan
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

. Apabila seluruh anggota direks diberhentikan sementara dan perseroan
tidak mempunyai seorangpun anggota direkss maka untuk sementara
dewan komisaris diwgjibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal
demikian dewan komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan
sementara kepada seorang atau lebih diantara nggota dewan komisaris atau

tanggungan dewan komisaris.
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4. Dalam ha adanya seorang anggota dewan komisaris, segala tugas dan
wewenang yang diberikan kepada komisaris utama atau anggota dewan
komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

b. Dewan Direks

1. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang

segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain

dan pihak lain dengan perseroan.

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan

jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam

satu tahun buku, baik dalam satu transaks atau beberapa transaksi.

3. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama

direks sertamewakili perseroan.

4. Direks harus mendapatkan persetujuan tertulis dan/atau surat-surat yang

bersangkutan turut ditandatangani oleh sekurang-kurangnya seorang komisaris

untuk mengangkat seorang atau lebih sebagal wakil atau kuasanya dengan

memberikan kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

B. AnalisisHasil Penelitian

1. Laporan Keuangan Pajak Fiskal PT Kencana Waja Mulia

Untuk mengetahui berapa besarnya pajak terutang yang dikenakan kepada PT
Kencana Waa Mulia, maka perlu dilakukan perhitungan laporan keuangan
terlebih dahulu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan laporan laba rugi
fiskal PT Kencana Waja Mulia, namun penulis melakukan analisis koreks fiskal

yang telah dilakukan PT Kencana Waja Mulia dengan ketentuan perpg akan yang
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berlaku, apabila koreks yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, maka penulis melanjutkan perhitungan PPh pasal 25, tetapi apabila tidak

sesuai, maka penulis harus melakukan pembetulan perhitungan laba rugi fiskal PT

Kencana Waja Mulia tersebut. Berikut tampilan laporan laba rugi PT Kencana

Wajamulia.

Tabel 4.1 Laporan LabaRugi PT Kencana Waja Mulia Tahun Berakhir
31 Desember 2017

Menurut Koreks Fiskal Menurut

Komersial Positif Negatif Fiskal
Penjualan
Penjualan/peredaran usaha| 25.388.245.639 25.388.245.639
Total Penjualan 25.388.245.639 25.388.245.639
Harga Pokok Penjualan |(22.662.505.294) (22.662.505.294)
Laba Bruto Usaha 2.725.740.345 2.725.740.345
Pendapatan atas Penjualan 69.125.000 69.125.000
Invntaris
Laba Bruto Usaha 2.794.865.345 2.794.865.345
Seluruhnya
Biaya Operasional
— Ggji, THR 1.267.240.000 1.267.240.000,
— Telepon 26.193.634 26.193.634
— Listrik 28.202.337| 28.202.337,
— Air 1.855.870 1.855.870
— Kantor 258.968.491 258.968.491
— Pemasaran 900.000; 900.000;
— Transportas 67.234.100 67.234.100
— STNK 21.050.500 (2.995.250) 18.055.250,
— Pemeliharaan Kendaraan 43.193.897| (4.846.000) 38.347.897
— Bahan Bakar Minyak 70.506.247| (9.051.807) 61.454.440
— BiayaBank 2.958.500 2.958.500
— Penyusutan Inventaris 217.537.299 (25.375.233) 192.162.066
Total Biaya Usaha (2.005.840.875) (1.963.572.585)
Laba Bersh sebelum 789.024.470 831.292.760
Pajak

Sumber : PT. Kencana Wajamulia, 2017.
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat laba tahun berjalan sebelum pajak
menurut perusahaan (Laporan Keuangan Komersial) sebesar Rp 789.024.470
sementara penghasilan kena pgjak setelah koreks fiskal diperoleh jumlah laba
sebesar Rp 831.292.760 terlihat perbedaan  antara laba bersh menurut
perhitungan perusahaan dan perhitungan laba menurut ketentuan perpagjakan. Hal
ini disebabkan adanya perbedaan pengakuan baik pendapatan, beban, perhitungan
penyusutan dan lain lain sehingga dalam SPT tahunan badan terdapat koreksi
fiskal balk koreks fiskal positif ataupun koreks fiskal negatif. Tentunya hal ini
akan menyebabakan adanya perbedaan untuk dasar pengenaan pgak yang
berdampak pada jumlah pembayaran pgak yang harus disetorkan perusahaan
kepada kas Negara.

Perusahaan telah melakukan koreks fiska atas laporan keuangan sebagai berikut:

v' Koreks Fiskal Positif

e Selish Penyusutan Komersil diatas Penyusutan Fiskal (menurut
Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat 2)

e Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pribadi (menurut Undang-
Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1) termasuk:
- Biaya pemeliharaan kendaaraan
- Biaya STNK mobil
- Biayabahan bakar kendaraan

Berdasarkan ketentuan perpajakan atas laporan laba rugi PT Kencana Waja
Mulia, untuk perkiraan pos yang lain tidak dilakukan koreks fiskal positif
maupun koreksi negatif, karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dari hasil perhitungan laporan keuangan komersid ke
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laporan keuangan fiskal dapat dihitung hasiinya bahwa laporan keuangan laba
rugi komersial menghasilkan laba bersih sebelum kena pajak yang lebih kecil dari
pada laporan keuangan fiskal.

Hasil koreksi yang telah dilakukan PT Kencana Waga Mulia telah sesuai
dengan ketentuan perpajakan. Sehingga analisis dilanjutkan dengan menghitung
PPh 29/28, tanpa harus melakukan perhitungan dan koreksi ulang untuk laporan

keuangan tahun 2017.

2. Perhitungan Pajak Terutang Pasal 29 PT. Kencana Waja Mulia Tahun

2017

Pada UU No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b telah ditetapkan bahwa
tarif perhitungan tahun pajak 2009 dikenakan sebesar 28% dan tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai
berlaku sejak tahun pajak 2010. Pada UU No. 36 Tahun 2008 pasal 31E ayat (1),
Wagjib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa
pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas
Penghasilan Kena Pgak dari bagian peredaran bruto sampa dengan
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan
kena pajaknya akan mendapat fasilitas pemotongan tarif sebesar 50%, sehingga
tarif PPh terutang sebesar 14%.

Dalam melakukan perhitungan PPh pasal 25 menggunakan rumus seperti yang

telah dijelaskan pada Bab || menurut Resmi (2009).
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Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dan mendapatkan penghasilan kena pajak, maka

dapat dihitung pajak terhutang dari PT Kencana Waja Mulia untuk tahun 2017 adalah

sebagai berikut:

Laba Netto Sebelum Pajak
PKP Fasllitas:

Rp 4.800.000.000

x Rp 831.292.760
Rp 25.388.245.639

PKP Non Fasilitas:

Rp 831.292.760 - Rp 157.167.427 =

PPh Terhutang Tahun 2017 :

1. PPhdari PKP Fasilitas:
50 % x 25% x Rp 157.167.000 =

2. PPhdari PKP Non Fasilitas:
25% x Rp 674.125.000 =

Jumlah Pajak Penghasilan
PPh Pasal 25

Kurang Bayar Pgjak Tahun 2017 (PPh pasal 29)

Penjelasan:

e PPhPasa 25

Rp 831.292.760

Rp 157.167.427

Rp 674.125.333

Rp 19.645.875

Rp 168.531.250 +

Rp 188.177.125

Rp 119.338.200 -

Rp 68.838.925

Pajak Penghasilan Pasal 25 sebesar Rp. 119.338.200 merupakan total angsuran

pajak yang setiap bulannya dibayar oleh PT Kencana Waja Mulia. Angsuran PPh
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pasal 25 tersebut dijadikan sebagai kredit pajak pada akhir tahun pajak yang
dilaporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan.

Berikut disgjikan Rincian angsuran PPh 25 PT. Kencana Wajamulia Tahun 2017.

Tabel 4.2 Angsuran PPh Pasal 25 PT Kencana WajaM ulia Tahun 2017

Masa Pajak Jumlah (Rp)
Januari 2017 7.540.500
Februari 2017 7.540.500
Maret 2017 7.540.500
April 2017 10.746.300
Mel 2017 10.746.300
Juni 2017 10.746.300
Juli 2017 10.746.300
Agustus 2017 10.746.300
September 2017 10.746.300
Oktober 2017 10.746.300
Nopember 2017 10.746.300
Desember 2017 10.746.300

Sumber : PT. Kencana Wajamulia, 2017

3. Angsuran PPh Pasal 25
Pada uraian selanjutnya, akan diuraikan mengena perhitungan PPh Pasal 25
yang harus dibayar perusahaan setiap bulannya. Berikut adalah perhitungan

untuk tahun buku 2018 sebagal berikut:

PPh Terutang pada SPT Tahun 2017 Rp 172.529.469
Kredit Pajak Rp O

PPh yang harus dibayar sendiri Rp 172.529.469
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PPh Pasal 25 (Rp 172.529.469 : 12) Rp 14.377.455

Maka angsurran PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun 2018 mulai masa April
sebesar Rp. 14.377.455. Sedangkan besarnya angsuran PPh Psal 25 untuk
bulan Januari — Maret tahun 2018 masing-masing sebesar Rp. 10.746.300

merupakan angsuran PPh Pasal 25 pada bulan Desember 2017.

4. Pelaporan PPh Pasal 25/29 PT. Kencana Waja Mulia

PT. Kencana Waja Mulia melaporkan PPh pasal 25/29 melalui E-SPT.
Pelaporan PPh Pasal 25/29 dilakukan setiap bulan. Dokumen yang digunakan
untuk melakukan pelaporan adalah Surat Setoran Pajak lembar ke 3.

Waktu pelaporan PPh Pasal 25 PT. Kencana Waja Mulia untuk bulan Januari

2017 — Desember 2017 adal ah:

Tabel 4.3 Tanggal Pelaporan PPh Pasal 25 PT Kencana WajaMulia

Tahun 2017
Tanggal -
Bulan Sesuai/Tidak
Pelaporan Batas Waktu
Januari 2017 15 Februari 2017 20 Februari 2017 Sesuai
Februari 2017 15 Maret 2017 20 Maret 2017 Sesuai
Maret 2017 12 April 2017 20 April 2017 Sesuai
April 2017 16 Mei 2017 20 Mei 2017 Sesuai
Mei 2017 20 Juni 2017 20 Juni 2017 Sesuai
Juni 2017 18 Juli 2017 20 Juli 2017 Sesuai
Juli 2017 14 Agustus 2017 20 Agustus 2017 Sesuai
Agustus 2017 18 September 2017 | 20 September 2017 Sesuai
September 2017 11 Oktober 2017 20 Oktober 2017 Sesuai
Oktober 2017 13 Nopember 2017 | 20 Nopember 2017 Sesuai
Nopember 2017 | 13 Desember 2017 20 Desember 2017 Sesuai
Desember 2017 14 Januari 2018 20 Januari 2018 Sesuai

Sumber: Diolah Sendiri
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Tabel 4.4 Tanggal Pelaporan PPh Pasal 29 PT Kencana WajaMulia

Tahun 2017
Tanggal .-
Tahun Sesuai/Tidak
Pelaporan Batas Waktu
SPT Tahun 2017 27 April 2017 30 April 2018 Sesuai

Sumber: Diolah Sendiri

C. Pembahasan

Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran perusahaan yang dibayarkan
perusahaan setiap bulannya sebagal uang muka pajak PPh pasal 25 yang akan
diperhitungkan pada akhir masa pembukuan. Dari data diatas diperoleh angsuran
PPh 25 yang dibayarkan PT. Kencana Wga mulia tahun 2017 bulan januari —
maret adalah sebesar Rp  7.540.500, dan untuk bulan april — desember 2017
adalah sebesar Rp 10.746.300. Perhitungan PPh Pasal 25 Tahun 2017 dimulai
masa april karena pada tahun 2016 PT Kencana Waja mulia menyampaikan SPT
Tahunan pada bulan april 2017. Sehingga perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2017
dimulai dari masa april 2017 — maret 2018. Angsuran PPh pasal 25 tersebut
dijadikan sebagai kredit pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam
bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan.

Dari semua perhitungan yang telah dilakukan melalui rekonsilias fiskal dari
laporan laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi fiskal, maka dihasilkan
penghasilan kena pajak. Dengan adanya koreks fiskal yang dilakukan perusahaan,
menyebabkan kenaikan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak merupakan
dasar perhitungan PPh Pasal 25/29. Dari tabel 4.1 laporan laba rugi keuangan

perusahaan terlihat jelas perbedaan sebelum dan sesudah koreks fiskal. Sebelum
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koreks fiskal dilakukan diperoleh laba sebelum pgjak sebesar Rp 789.024.470
sedangkan sesudah di koreks fiskal menjadi Rp 831.292.760. Artinya sebelum
koreks fiskal dilakukan, PPh Pasal 25/29 yang akan dibayar akan lebih kecil
dibandingkan setelah koreks fiskal. Dari laporan koreks fiskal sebagaimana
dilihat diatas, terjadi peningkatan laba sebelum pajak sebesar Rp. 42.268.290,-
dari Rp. 789.024.470,- menjadi Rp. 831,292,760,- yang telah sesuai dengan
undang-undang perpaj akan.

Untuk perhitungan PPh Pasal 29 terutang, perusahaan menggunakan tarif PPh
Pasal 31E berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008, yang mana tarif ini
memberikan potongan bagi wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto di
bawah 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan s.d
50.000.000.000,00 (lima puluh miliar), mendapat fadlitas berupa pengurangan
tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2a sebesar
25%, Peredaran bruto s.d 4.8 M (50% x 25%)=12,5%.

Dalam catatan atas laporan keuangan di atas, peredaran usaha PT Kencana
Wajamulia Tahun 2017 sebesar Rp 25.388.245.639 yang mana peredaran bruto
perusahaan tersebut diperkenankan menggunakan tarif PPh pasal 31 E karena
peredaran bruto perusahaan >4,8 Milyar d 50 Milyar. Dari perhitungan pajak
penghasilan badan untuk tahun 2017 atas penghasilan kena pajak tersebut yang
dikurangi dengan kredit pajak yang ada, maka PT. Kencana Wajamulia
mempunyai pajak penghasilan kurang bayar (PPh Pasa 29) sebesar
Rp68.838.925. Jumlah sebesar Rp 68.838.925 telah dibayarkan kepada Bank

Danamon dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Kemudian setelah di analisis
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Laporan Keuangan PT Kencana Wajamulia tahun 2017 akan diperoleh angka
angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun buku 2018 yaitu sebesar Rp 14.377.455.
Pada tabel 4.3 dan 4.4 dapat dilihat bahwa pelaporan PPh Pasal 25/29 yang
dilakukan PT. Kencana Wgjamulia telah sesuai dengan batas waktu yang telah
ditentukan. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 pasal 29, Wajib Pajak diwajibkan
untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan
Undang-Undang ini sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pgjak Penghasilan
disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender,
kekurangan pajak tersebut wajib dilunas paling lambat tanggal 31 Maret bagi
Wagjib Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak badan setelah tahun
pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender,
misalnya dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, kekurangan pajak wajib
dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak orang pribadi atau
31 Oktober bagi Wajib Pgak badan. Sedangkan untuk PPh Pasal 25 batas
pembayarannya tgl 15 bulan berikutnya dan batas pelaporan tanggal 20 bulan
berikutnya. Dari analisis diatas diperoleh bahwa perhitungan dan pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 25/29 PT Kencana Wajamulia Tahun 2017 telah sesuai dengan

Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.



BABV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan berkaitan dengan
pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan Pasal 25/29 pada PT. Kencana Waja

Mulia, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewajiban perpgjakan yang dilaksanakan oleh PT. Kencana Wgja Mulia
tahun 2017 adalah sebagai berikut:
a. Besarnya PPh Pasal 25 yang dibayarkan oleh PT. Kencana Waja Mulia
selama tahun 2017 adalah sebesar Rp 119.338.200,00.
b. Sedangkan besarnya PPh Pasal 29 Kurang Bayar Tahun 2017 adalah
sebesar Rp 68.838.925. Angka tersebut diperoleh dari mengurangkan
PPh Terutang tahun 2017 dengan Kredit Pgjak. Kredit Pgjak yang
sudah dilaksanakan selama tahun 2017 meliputi PPh Pasal 25 atau
Pajak Angsuran yang sudah disetorkan tahun 2017 adalah sebesar
Rp119.338.200,00. PPh Pasal 29 Kurang Bayar tersebut sudah
dibayarkan oleh PT. Kencana Waja Muliapada tanggal 27 April 2018.
c. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang akan dibayarkan untuk tahun
2018 adalah sebesar Rp  14.377.455.
2. Perhitungan PPh Pasal 25/29 PT Kencana Wajamulia telah sesuai dengan
tarif yang berlaku dan waktu Pelaporan PPh Pasal 25/29 perusahaan telah

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
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B. Saran

1. PT Kencana Waja Mulia harus senantiasa mengikuti setiap perubahan
ketentuan/peraturan  perpajakan  terutama  ketentuan  perpajakan
sehubungan dengan pajak penghasilan agar tidak terjadi hambatan dalam
menghitung paak penghasilan terhutang yang dapat merugikan
perusahaan.

2. PT Kencana Waja Mulia hendaknya tetap mempertahankan predikatnya
sebagai wajib pajak yang patuh tidak telat bayar dan lapor sehingga tidak
akan dikenakan sanksi administrasi di bidang perpajakan yang merupakan
pemborosan sumber daya perusahaan.

3. Penulis juga mengharapkan agar dalam penyusunan laporan keuangan
terutama laporan keuangan Laba Rugi Fiskal harus selalu berpedoman
pada undang-undang perpajakan yang berlaku karena hal ini menyangkut
jumlah pajak yang harus dibayar sehingga perusahaan pada akhirnya tidak

terbelit sanksi pajak.
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